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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kesadaran 
Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan 
Ketegasan Sanksi Perpajakan  secara parsial dan simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan 
media kuisioner dengan  teknik analisis regresi linear berganda. Dengan sampel sebanyak 100 
wajib pajak dari populasi sebanyak  94.040 wajib pajak. Metode pengambilan sampel  
Accidental Sampling. Hasil Penelitian ini menunjukan semua variabel independen  
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kesimpulannya adalah Kesadaran Wajib 
Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan 
Ketegasan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh secara parsial dan simultan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak .  
 
Kata kunci— Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi, Kepatuhan. 
 
 
Abstract 
 The research is aimed  to determine the effect how Taxpayer Awareness, Knowledge 
and Understanding of Tax Regulation , Quality of Service , and Firmness Tax Sanctions in 
partially and simultaneously to the Taxpayer Compliance . Primary data collection method used 
was survey method using questionnaires media with multiple linear regression analysis 
techniques . With a sample of 100 taxpayers from a population of 94.040 taxpayers . The 
sampling method Accidental Sampling . This research showed that all independent variables 
have a significant effect on the dependent variable . The conclusion is the Taxpayer Awareness , 
Knowledge and Understanding of Tax Regulation , Quality of Service , and Firmness Tax 
Sanctions has the effect of partially and simultaneously to the Taxpayer Compliance. 
 
Keywords— Awareness , Knowledge, Quality of Service , Tax Sanctions, and Compliance. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
alah satu tujuan dari pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ialah untuk memajukan kesejahteraan umum . 
Kesejahteraan untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia yang dapat dicapai dengan adanya  penerimaan 
pajak. Pajak merupakan salah satu penerima pendapatan negara yang  besar untuk membiayai APBN. 
S 
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Oleh karena itu Direktorat Jendral Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan di 
sektor pajak yang maksimal dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak maka 
percepatan pembangunan terutama infrastruktur dan yang lain yang dibutuhkan rakyat akan bisa 
tercapai lebih cepat dan lebih baik lagi. Hal ini dilakukan dengan cara memperluas subjek dan 
objek pajak untuk menjaring wajib pajak baru.  
Menurut Dwijogeastedy (2010) dalam Adiasa (2012) berpendapat bahwa belum adanya 
kepatuhan dalam membayar pajak disebabkan masyarakat belum yakin dengan Undang-Undang 
Perpajakan. Selain itu juga terdapat pula suatu kendala dengan adanya rasa ketidakpercayaan 
terhadap petugas pajak. Oleh karena itu, masyarakat mencoba-coba untuk mengurangi atau 
bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajaknya. Sedangkan untuk transparansi 
penggunaan uang dari  pihak pajak belum terlaksana dikarenakan pajak itu bukan hanya 
memungut saja dari masyarakat, tapi harus juga adanya penjelasan uang hasil pajak itu 
digunakan. Apakah benar semua alokasi dana yang bersumber dari kontribusi pajak yang 
digunakan secara tepat dalam  rangka mencapai pembangunan nasional yang adil dan merata 
untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selain dengan adanya persepsi masyarakat yang 
beranggapan bahwa dirinya sebagai objek pajak yang digunakan sebagai sumber pendapatan 
Negara. Sedangkan sebenarnya wajib pajak merupakan subjek atau pelaku dalam sistem 
perpajakan itu sendiri, sehingga pemerintah melibatkan wajib pajak dalam sistem pembayaran 
pajaknya sendiri.  
 
Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
Tingkat Kepatuhan 
Pajak di KPP Pratama 
Ilir Barat Tahun 2009-
2011   
JUMLAH WP 
(a)  
JUMLAH SPT 
TAHUNAN (b)  
KEPATUHAN  
(b/a x 100%)  
2010 51.638 28.510 55%  
2011 65.913 33.310 50%  
2012 76.790  36.405  47%  
2013 85.578 34.543 40% 
2014 94.040 42.275 45% 
 Sumber : KPP Pratama Ilir Barat Palembang 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2010 
hingga 2014, kondisi kepatuhan wajib pajak cenderung menurun. Kondisi tersebut memberikan 
motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Kesadaran 
Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan 
Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di 
KPP Pratama Ilir Barat Palembang” 
   
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1.1 Theory of Planned Behavior 
Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang 
ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan 
munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007), yaitu:  
 a. Behavioral Beliefs  
Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan 
evaluasi atas hasil tersebut.  
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b. Normative Beliefs  
Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan 
motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.  
c. Control Beliefs  
Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau 
menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat 
hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power).  
 
2.1.2 Pajak 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang dengan tidak 
mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
  
2.1.3 Fungsi Pajak 
  Menurut Waluyo (2011, h. 6) terdapat dua fungsi pajak antara lain : 
 Fungsi Penerimaan (Budgeter) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-
pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai 
penerimaan dalam negeri. 
 Fungsi Mengatur (Reguler) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang 
sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap 
minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. 
 
2.1.4  Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 
 
1. Kesadaran Wajib Pajak 
 Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah perilaku Wajib Pajak 
berupa cerminan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan 
penalaran disertai dengan adanya kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus 
yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Hidayati, 2014). Kesadaran 
wajib pajak dapat diartikan sebagai itikad yang baik dari hati nurani seseorang untuk 
membayar kewajibannya. 
2. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan 
  Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan   seorang wajib pajak dalam 
mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang 
yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan 
mereka (Setyawati, 2013). Dengan adanya pengetahuan  dan pemahaman peraturan  
perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak postif terhadap kesadaran 
wajib pajak dalam membayar pajak.  
3. Kualitas Pelayanan 
Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan  kepuasan kepada 
pelanggan dan untuk tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat 
dipertangggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Secara 
sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 
produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 
pihak yang menginginkannya. 
4. Ketegasan Sanksi Perpajakan  
 Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati /dipatuhi, dengan kata 
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lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar 
norma perpajakan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka 
akan semakin merugikan wajib pajak (Hidayati, 2014). 
5.  Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan untuk memenuhi ketentuan-
ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk 
dilaksanakan. Menurut Fidel (2010) dalam Julianti (2014) mendefinisikan wajib pajak 
patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib 
pajak yang memenuhi kriteria tertentu.  
6. Preferensi Risiko Wajib Pajak  
Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik individu dimana akan 
mempengaruhi perilakunya (Sitkin dan Pablo, 1992) dalam Julianti (2014). Teori ini 
mengungkapkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat resiko yang tinggi, 
maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
7. Kondisi Keuangan Wajib Pajak 
Tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak . Wajib 
pajak orang pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan 
menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk 
karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya. Hal ini menunjukkan 
bahwa terlepas dari hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan pajak dan 
perilaku kepatuhan, mematuhi kewajiban pajak bergantung antara lain pada kondisi 
keuangan individu 
2.2 Penelitian Sebelumnya 
 Dalam penulisan penelitian ini penulis memiliki beberapa penelitian terdahulu yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang diuraikan di 
bawah ini : 
(Harjanti Puspa Arum, 2012) Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan 
sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 
dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cilacap hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak,  pengetahuan dan pemahaman 
peraturan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif karena data yang dikumpulkan dan diolah bersifat statistik. Populasi dalam 
penelitian ini adalah 94.040 wajib pajak. Penarikan sampel menggunakan teknik Accidental 
sampling dan dengan pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin didapatlah sebesar 
diperoleh sampel sebanyak 100 wajib pajak.  
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Ilir Barat Palembang 
4.1.4 Sejarah Singkat KPP Pratama Ilir Barat Palembang 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat I Palembang ini didirikan atas dasar 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 yaitu tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang diubah menjadi Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat I 
Palembang ini beralamatkan di Jalan Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30135, gedung 
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bersatu dengan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan 
Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat ini memiliki wilayah kerja yaitu 
meliputi 6 (enam) kecamatan di Kota Palembang yaitu Ilir Barat I, Ilir Barat II, 
Bukit Kecil, Sukarami, Alang-Alang Lebar, dan Gandus , yakni meliputi 324 
Rukun Warga (RW) dan 1338 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 
592.158 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan 291.527 dan penduduk laki-
laki sebanyak 300.631 jiwa. 
 
4.2 Hasil Penelitian 
4.2.1 Uji Validitas  
Untuk mengetahui apakah setiap item-item peryataan/ pertayaantelah valid, 
dapat dilihat perbandingan antara r tabel dengan r hitung. Jika r tabel > r hitung maka 
item dinyatakan tidak valid, tetapi jika nilai r tabel < r hitung maka item dinyatakan 
valid. 
 
Tabel 4.1Hasil Uji Validitas  
Variabel Item 
Uji Validitas 
Keputusan 
Item total correlation r tabel 
X1 
X1.P1 0.5920 0.1966 Valid 
X1.P2 0.7808 0.1966 Valid 
X1.P3 0.8101 0.1966 Valid 
X1.P4 0.5841 0.1966 Valid 
X2 
X2.P1 0.6971 0.1966 Valid 
X2.P2 0.7651 0.1966 Valid 
X2.P3 0.7335 0.1966 Valid 
X2.P4 0.7727 0.1966 Valid 
X2.P5 0.7617 0.1966 Valid 
X2.P6 0.7300 0.1966 Valid 
X3 
X3.P1 0.6719 0.1966 Valid 
X3.P2 0.8067 0.1966 Valid 
X3.P3 0.7706 0.1966 Valid 
X3.P4 0.7321 0.1966 Valid 
X3.P5 0,7393 0.1966 Valid 
X3.P6 0.7469 0.1966 Valid 
X3.P7 0.7988 0.1966 Valid 
X3.P8 0.6434 0.1966 Valid 
X3.P9 0.7607 0.1966 Valid 
X3.P10 0.7280 0.1966 Valid 
X3.P11 0.7534 0.1966 Valid 
X3.P12 0.6143 0.1966 Valid 
X3.P13 0.7625 0.1966 Valid 
X3.P14 0.6818 0.1966 Valid 
X4 
X4.P1 0.8282 0.1966 Valid 
X4.P2 0.8247 0.1966 Valid 
X4.P3 0.7700 0.1966 Valid 
Y 
Y.P1 0.6122 0.1966 Valid 
Y.P2 0.7456 0.1966 Valid 
Y.P3 0.7611 0.1966 Valid 
Y.P4 0.7139 0.1966 Valid 
Y.P5 0.7564 0.1966 Valid 
Sumber : Data diolah SPSS, 2015 
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     Berdasarkan didalam tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa seluruh 
pernyataan dari variabel  Kesadaran Wajib Pajak(X1), Pengetahuan dan Pemahaman 
Peraturan Perpajakan (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Ketegasan Sanksi Perpajakan (X4), 
dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mempunyai nilai item total correlation yang lebih besar 
dari r tabel, sehingga seluruh item instrumen tersebut dapat dikatakan telah memenuhi 
persyaratan uji validitas. 
 
4.2.2 Uji Reliabilitas 
 Uji relibilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan alat ukur. Uji 
reliabilitas diukur dengan melihat nilai cronbach’s alpa. Untuk dapat mengetahui apakah 
instrumen reliabel atau tidak menggunakan batasan 0.6.  
 
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel  Cronbach’s Alpha Item Cronbach’s Alpha Hasil 
X1 0,840 0,6 Reliabel  
X2 0,907 0,6 Reliabel 
X3 0,947 0,6 Reliabel 
X4 0,901 0,6 Reliabel 
Y 0,882 0,6 Reliabel 
Sumber : Data diolah SPSS, 2015 
 
Berdasarkan didalam tabel diatas Cronbach’s Alpha dapat dilihat bahwa untuk variabel 
bebas   Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2), 
Kualitas Pelayanan (X3), Ketegasan Sanksi Perpajakan (X4) dan variabel  terikat Kepatuhan 
Wajib Pajak (Y), memiliki nilai Cronbach’s Alpha Item lebih besar dari 0,6 sehingga 
dinyatakan reliabel.  
 
4.2.3 Uji Asumsi Klasik 
 
a. Uji Normalitas 
Uji Normalitas ialah pengujian data yang digunakan untuk mengetahui apakah 
jumlah dari sampel tersebut dapat mewakili populasi. Disini  penulis menggunakan uji 
One Sample Kolmogorov Smirnov. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan hasil 
lebih akurat untuk dapat mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal 
atau tidak, untuk mengetahuinya dapat dilihat dengan nilai sig > 0.05. 
 
 
Gambar 4.1Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov 
 
 
Sumber : Data diolah SPSS 22, 2015 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi untuk unstandardize 
residual dari seluruh variabel independen dan dependen yang akan diuji sebesar 0.805 
yang lebih besar dari alpha 0.05.  
 
b. Uji Multikolineritas 
  Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi 
multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan lawannya serta  
VIF (Value Inflation Factor). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. 
Sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 
 
Gambar 4.2 Hasil Uji Multikolineritas 
 
 Sumber : Data diolah SPSS 22, 2015 
  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terdapat 
masalah multikolinieritas karena nilai tolerance diatas 0.10 dan nilai VIF (Value 
Inflation Factor) dibawah 10. 
 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas adalah suatu asumsi pokok dari model regresi linier 
yang baik bahwa gangguan yang muncul dalam regresi harus homogen (terjadi 
homoskedastisitas) dan tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficients a 
.521 1.921 
.599 1.670 
.457 2.190 
.573 1.746 
Kesadaran Wajib Pajak 
(X1) 
Pengetahuan dan 
Pemahaman Peraturan 
Perpajakan (X2) 
Kualitas Pelayanan (X3) 
Ketegasan Sanksi 
Perpajakan (X4) 
Model 
1 
Tolerance VIF 
Collinearity Statistics 
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak a.  
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Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Sumber : Data diolah SPSS 22, 2015 
 
 Dalam hasil yang didapatkan nilai sig. (2 tailed) lebih besar dari 0,05 dari nilai  
tersebut dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
d. Uji Koefisien Determinasi 𝐑𝟐 
 
 
Gambar 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi 𝑅2 
 
Sumber : Data diolah SPSS 22, 2015 
 
Dari tabel 4.4 diatas menunjukan nilai R Square (𝑅2) sebesar 0,635 artinya 
persentase sumbangan pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan 
dan Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2), Kualitas Pelayanan (X3), dan Ketegasan 
Sanksi Perpajakan (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 63,5 % sedangkan 
Model Summary b 
.797 a .635 .620 1.61183 1.996 
Model 
1 
R R Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin- 
Watson 
Predictors: (Constant), Ketegasan Sanksi Perpajakan (X4), 
Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2), Kesadaran 
Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X3) 
a.  
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak b.  
Correlations 
.018 
.861 
100 
.054 
.596 
100 
.044 
.662 
100 
-.052 
.607 
100 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 
Kesadaran Wajib Pajak 
(X1) 
Pengetahuan dan 
Pemahaman Peraturan 
Perpajakan (X2) 
Kualitas Pelayanan (X3) 
Ketegasan Sanksi 
Perpajakan (X4) 
Spearman's rho 
Unstandardized 
Residual 
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sisanya sebesar 36,5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 
penelitian ini. 
 
e. Uji Signifikan  Parsial (Uji T) 
Uji Parsial digunakan untuk mengetahui hubungan variabel bebas dan variabel 
terikat secara parsial. Penelitian ini menggunakan tingkat error e = 5% = 0,05. 
 
 
 
Gambar 4.5 Hasil Uji T 
 
Sumber : Data diolah SPSS 22, 2015 
 
Apabila t tabel > t hitung : maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
Apabila t tabel < t hitung : maka  Ho ditolak dan Ha diterima.  
 
Kesadaran Membayar Pajak (X1) mempunyai nilai signifikasi 0,004 yang 
berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05, dengan t hitung sebesar 2,918 dan t tabel 1,985, t 
hitung > t tabel. Maka H01ditolak dan Ha1 diterima. 
Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) mempunyai nilai 
signifkasi 0,037  yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05 dengan t hitung sebesar 
2,113 dan t tabel 1,985, t hitung > t tabel. Maka H02 ditolak dan 𝐻𝑎2 diterima. 
Kualitas Layanan (X3) mempunyai nilai signifikasi 0,040  yang berarti nilai 
ini lebih kecil dari 0.05 dengan t hitung sebesar 2,082 dan t tabel 1,985, t hitung > t 
tabel. Maka H03 ditolak dan 𝐻𝑎3 diterima. 
Ketegasan Sanksi Perpajakan (X4) mempunyai nilai signifikasi 0,000  yang 
berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05 dengan t hitung sebesar 4,320 dan t tabel 1,985, t 
hitung > t tabel. Maka H04ditolak dan  𝐻𝑎4 diterima. 
 
f. Uji Signifikan  Simultan (Uji F) 
Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel kesadaran wajib 
pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan dan 
ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi secara bersama–sama, di gunakan uji statistik f. Jika fhitung > ftabel  dan nilai 
signifikan < 0,05 maka membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh 
terhadap variabel dependen. 
 
Tabel 4.6 Hasil Uji F 
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      Sumber : Data diolah SPSS 22, 2015 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil nilai fhitung sebesar 41,311 > 
 ftabel 2,467 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya bahwa variabel 
independen Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan 
Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan mempunyai 
pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi.  
 
4.3 Pembahasan 
 
4.3.1 Kesadaran Wajib terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak Orang Pribadi 
Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak  terjadi 
koefisien bernilai positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar 
pajak semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013) 
yang  menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
4.3.2 Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib  
Pajak Orang Pribadi 
Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pada variabel Pengetahuan Peraturan 
Perpajakan (X2) terjadi koefisien bernilai positif dan signifikan antara pengetahuan  
peraturan perpajakan dengan kepatuhan untuk membayar maupun melapor pajak wajib 
pajak orang pribadi , semakin wajib pajak  memiliki pengetahuan tentang perpajakan 
maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar maupun melapor pajak. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Arum (2012), yang  menyatakan 
bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.  
 
4.3.3 Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OrangPribadi 
Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan bahwa Kualitas Pelayanan bernilai positif dan 
signifikan antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin 
baik kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin meningkat kepatuhan untuk 
membayar maupun melaporkan pajak wajib pajak orang pribadi.  
Hal ini menunjukkan sikap wajib pajak cukup memiliki kepercayaan terhadap 
pelayanan yang berkualitas yang telah dilakukan oleh fiskus, bahwa wajib pajak telah 
mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari aparat pajak dengan selalu memperhatikan 
keinginan wajib pajak. Maka pelayanan berkualitas tetap dijaga dan diperhatikan oleh 
ANOVAb
429.301 4 107.325 41.311 .000a
246.809 95 2.598
676.110 99
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Ketegasan Sanksi Perpajakan (X4), Pengetahuan dan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kualitas
Pelayanan (X3)
a. 
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajakb. 
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Kantor Pajak maupun Ditjen Pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Adiasa (2013). 
 
4.3.4 Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan bahwa bahwa ketegasan sanksi perpajakan 
bernilai positif dan signifikan antara Ketegasan Sanksi Perpajakan dengan kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi, semakin baik ketegasan sanksi perpajakan yang diberikan 
maka semakin meningkat kepatuhan untuk membayar maupun melaporkan pajak wajib 
pajak orang pribadi.  
Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya ketegasan sanksi perpajakan  diharapkan dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar maupun melaporkan pajak wajib 
pajak orang pribadi. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Pranadata (2014). 
 
 
4.3.5 Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan  
(X2), Kualitas Pelayanan (X3), dan Ketegasan Sanksi Perpajakan (X4) masing-masing  
Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai Jika fhitung  sebesar 41.311 dengan signifikan 
sebesar 0,000  nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga hal tersebut 
menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) Pengetahuan dan Pemahaman 
Peraturan Perpajakan (X2), Kualitas Pelayanan (X3), dan Ketegasan Sanksi Perpajakan 
(X4)  berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Artinya bahwa 
adanya kesadaran wajib pajak dalam  melaporkan maupun membayar pajak yang 
dikenakan, dengan sosialisasi yang baik  memberikan pengetahuan dan pemahaman 
kepada wajib pajak akan sanksi denda yang kenakan .  
 
 
5. KESIMPULAN 
 
Hasil Penelitian ini menunjukan semua variabel independen  berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen. Kesimpulannya adalah Kesadaran Wajib Pajak, 
Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan 
Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh secara parsial dan simultan terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak. 
 
 
6. SARAN 
 
1. Saran untuk KPP Pratama Ilir Barat Palembang  
KPP Ilir Barat Palembang sebaiknya lebih memperbanyak sosialisasi mengenai Sanksi 
denda dengan baik kepada para WP agar WP dapat memahami hal-hal tersebut serta 
penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap WP. Sosialisasi ini dapat 
dilakukan dengan memberikan penyuluhan secara gratis bagi para WP baru atau secara 
berkala mengirimkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan sanksi denda. 
2. Saran untuk peneliti selanjutnya 
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian bukan hanya terbatas pada 
KPP Ilir Barat Palembang saja sehingga hasil data yang didapat lebih representatif. 
diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel independen yang lain. 
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